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d. bahwa pengadaan perlengkapan pemungutan suara, yaitu tempat 
pemungutan suara dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara bekerjasama dengan masyarakat; 

 
e. bahwa pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dilakukan 

oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten/Kota; 

 
f. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, 

huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan 
Umum tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Dan 
Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan 
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Tahun 2009; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara 

Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4721); 

 
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 

 
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4836); 

 
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 

tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara; 

 
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi 
Pemerintah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 97 Tahun 2007; 

 
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang 

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 
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8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 

 
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia 
Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan 
Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2009; 

 
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Uraian dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri; 

 
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah 
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008; 

 
Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Agustus 

2008 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan :    
 
KESATU : Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan  serta 

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, selanjutnya disebut 
Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta 
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, 
DPD, dan DPRD Tahun 2009. 

 
KEDUA : Perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD 

Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, terdiri dari : 
 

1. peraturan perundang-undangan Pemilu, yaitu Undang-Undang 
Bidang Politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang 
merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Bidang Politik; 

 
2. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu formulir yang 
berkaitan dengan pelaksanaan tahapan :  

 
a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih; 
b. pendaftaran peserta Pemilu; 
c. penetapan peserta Pemilu; 
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d. pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD 
Kabupaten/Kota; 

e. kampanye; 
f. penetapan hasil Pemilu.  
 

3. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 
Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu sampul kertas 
yang berkaitan dengan: 
a. penyampaian hasil pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan 

penghitungan suara di TPS oleh PPS; 
b. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPK, KPU 

Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 
c. pelaksanaan tahapan pemungutan suara bagi pemilih yang 

berada di luar negeri yang memberikan suara melalui pos; 
d. pelaksanaan tahapan penghitungan suara di tingkat PPLN. 

 
4. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yaitu kotak suara, surat 
suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi 
tanda pilihan, dan tempat pemungutan suara; 

 
5. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009, untuk menjaga 
keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan  pemungutan 
suara dan penghitungan suara di TPS, yaitu meliputi sampul kertas, 
tanda pengenal KPPS/KPPSLN, tanda pengenal petugas keamanan 
TPS/TPSLN, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, 
lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir 
untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali 
pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra; 

 
6. perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu DPR Tahun 

2009 bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang memberikan 
suara melalui pos sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf c, 
yaitu perangko pengiriman sampul yang berisi surat suara Pemilu 
Anggota DPR Tahun 2009 dari PPLN kepada pemilih dan dari pemilih 
kepada PPLN; 

 
7. perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu 

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009, yang diperlukan untuk 
mendukung kelancaran tahapan penyelenggaraan Pemilu Anggota 
DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009. 

 
KETIGA : Distribusi perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, 

dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA  
 
 
 
 
 




































